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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 
rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga Lembaga Pengabdian 
Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang telah 
menyelenggarakan Workshop dengan tema “Implementasi 
Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman 
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026” tanggal 26 s.d. 28 
September 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta. 
 

Semoga melalui Workshop yang kami selenggarakan ini, dapat 

memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Sragen. Tentunya, 

dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD. 

Pada kesempatan yang baik ini, kami Lembaga Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang mengucapkan banyak 

terima kasih kepada: 

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian 

Dalam Negeri RI 

2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 

3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen.. 

4. Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Sragen.. 

5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Workshop. 

6. Tim LPM UNTAG Semarang.  

7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas 

terselenggaranya Workshop kali ini. 

Akhirnya, kami Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat 

(LPM) UNTAG Semarang  mohon maaf atas segala kekurangan kami 

dalam pelaksanaan Workshop kali ini. Kritik dan saran tentunya kami 

harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi. 

 

Semarang, 29 September 2025 

Ketua, 

 

 

Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si 

NIDN. 0613086201 

 

 



 

LPM Untag Semarang 2025 
 

 

 

ii 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR                                                                                                         i 

DAFTAR ISI                                                                                                                   ii 

BAB I PENDAHULUAN   

 A. Latar Belakang 1 

 B. Dasar Hukum 2 

 C. Tujuan 2 

BAB II KEGIATAN   

 A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan  3 

 B. Materi Workshop 3 

 C. Jadwal Workshop 3 

 D. Narasumber 3 

 E. Metode dan Teknik Pembelajaran 3 

 F. Pembiayaan 4 

 G. Piagam Pengharaan/Sertifikat 4 

 H. Evaluasi 4 

BAB III REALISASI KEGIATAN   

 A. Peserta 5 

 B. Narasumber 5 

 C. Sarana dan Prasarana Workshop 5 

 D. Pembiayaan 5 

 E. Piagam Pengharaan/Sertifikat 5 

 F. Metode dan Teknik Pembelajaran 6 

BAB IV HASIL EVALUASI   

 A. Hasil Evaluasi dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah 7 

 

BAB V PENUTUP   

 A. Kesimpulan 8 

 B. Saran 8 

DAFTAR LAMPIRAN 

1. Jadwal Kegiatan 

2. Materi Kegiatan 

3. Daftar Hadir Peserta 

4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber 

5. FC. Surat Jawaban BPSDM D  

6. FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat 

7. Evaluasi Penyelenggaraan 

8. Akreditasi Institusi UNTAG Semarang 

9. Memorandum of Understanding (MoU) 

10. Foto Kegiatan 

 





LPM Untag Semarang 2024 
 

 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi 

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan 

dalam kerangka representasi rakyat. 
 

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama 

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk 

hokum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan 

kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam pelaksanakan tugas antara 

DPRD dengan Pemerintah Daerah. 
 

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas 

dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan 

perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap 

aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat. 
 

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik 

masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi 

masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus 

mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati 

rakyat. 
 

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai 

konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif 

dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi 

kepentingan politik. 
 

Sehubungan dengan uraian diatas, Lembaga Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang telah 

menyelenggarakan Workshop dengan tema “Implementasi 

Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026”’. 
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B. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara.. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 

Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas 

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang 

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota. 

 

C. TUJUAN 

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi anggota DPRD. 

2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD. 
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BAB II 

KEGIATAN 

 

A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN 

Hari, tanggal : Jumat s.d. Minggu, 26 s.d. 28 September 2025 

Tempat : The Sunan Hotel - Surakarta 

 

B. MATERI WORKSHOP 

1. Pemahaman Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi; 

2. Implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang 

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026; 

3. Urgensi Penerapan Aplikasi Risalah Rapat Pada Sekretariat 

DPRD; 

4. Focused Group Discussion. 

 

C. JADWAL WORKSHOP 

Terlampir  

 

D. NARASUMBER 

1. Niko Jati Kusumo, SH., MH. 

2. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA 

 

E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN 

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber. 

2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk 

bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog. 

 

F. PEMBIAYAAN 

Pembiayaan Workshop berasal dari kontribusi masing masing 

peserta anggota DPRD Kabupaten Sragen. 

 

G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT 

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan 

baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang 

dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1933 (UNTAG) Semarang 

dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat 

sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh: 

1. Rektor pada halaman depan; 
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang. 
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H. EVALUASI 

Evaluasi hasil pelaksanaan Workshop dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada peserta Workshop. Evaluasi tersebut 

meliputi: 

A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala 

antara lain: 

1. Evaluasi Terhadap Isi Program Workshop DPRD. 

2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program. 

3. Evaluasi Terhadap Narasumber. 

4. Evaluasi Terhadap Kurikulum. 

5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan. 

B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses 

Pembelajaran 
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BAB III 

REALISASI KEGIATAN 

 

A. PESERTA 

Peserta Workshop diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD 

Kabupaten Sragen sebanyak 23 orang dan secretariat DPRD sebanyak 

10 orang. 

 

B. NARASUMBER 

Narasumber yang hadir dalam Workshop kali ini adalah: 

1. Niko Jati Kusumo, SH., MH. 

2. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA 

 

C. FASILITAS WORKSHOP 

Fasilitas Workshop yang kami selenggarakan antara lain: 

1. Penginapan; 
2. Konsumsi; 
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan; 
4. Workshop Kit (tas dan Materi); 
5. Sarana Olah Raga/fitnes centre; 
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, Sound System, Flip Chart, 

White Board, dan Alat Tulis. 
 

 

D. PEMBIAYAAN 

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing 

peserta Anggota DPRD Kabupaten Sragen. 
 

 

E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT 

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan 

baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang 

dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1933 (UNTAG) Semarang 

dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat 

sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh: 

1. Rektor pada halaman depan; 
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang. 
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F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN 

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode 

pembeajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Ceramah 
2. Metode Tanya Jawab 
3. Metode Diskusi 
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BAB IV 

HASIL EVALUASI 

 

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan 

apakah kegiatan Workshop yang kami selenggarakan ini telah berjalan 

baik atau belum. Berikut kami sampaikan rekap hasil sebaran kuesioner, 

sebagai berikut: 

 

A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH 
 

Terlampir 

  



2025 
 

 

EVALUASI PENYELENGGARAAN  

PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA 

DPRD KABUPATEN SRAGEN 

Periode 26  s/d 28 September 2025 



A. LATAR BELAKANG 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa 

Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya 

maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai 

mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi 

anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk 

mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas 

penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas. 

 

B. DASAR HUKUM 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang 

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota. 

 

C. TUJUAN 

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan : 

1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan; 

2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas 

3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada 

penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya. 

 

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA 

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik 

pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur : 

1. Capaian Nilai 

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala 

yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau 

kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi 

operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah 

sebagai berikut : 

 



● Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban 

1) Kurang 

2) Cukup 

3) Baik 

4) Sangat Baik 

● Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria 
 

0 - 60.00 Tidak Memuaskan 

60.01 - 70.00 Kurang Memuaskan 

70.01 - 80.00 Cukup Memuaskan 

80.01 - 90.00 Memuaskan 

90.01 - 100.00 Sangat Memuaskan 

 

2. Capaian Mutu 

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi 

Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan 

dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target 

Capaian Mutu sebesar ≥ 3,50 dari skala 4,0. 

0 s.d. 3.49 Di Bawah Capaian Mutu (DBCM) 

3.50 s.d. 4.00 Di Atas Capaian Mutu (DACM) 

 

3. Persepsi Negatif / Positif 

Persepsi Negatif = Respon Tidak + Respon Kurang /2 * 100% 

Persepsi Positif = Respon Sangat + Respon Cukup / 2 * 100% 

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu 

tidak lebih dari 20%. 

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN 

Nama Pelatihan  : Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten 

Sragen  

Periode : 26  s/d 28 September 2025 

Jumlah Peserta : 23 orang 

Jumlah Responden : 23 orang 

Tanggal Evaluasi : 26 September 2025 

 

F. HASIL EVALUASI 

Sebagaimana terlampir. 

 

 



 

G. KESIMPULAN 

1. Evaluasi Penyelenggaraan 

Secara keseluruhan, workshop ini sudah terlaksana dengan Memuaskan, yang 

ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 69,21 dengan Capaian Mutu (CM) berada 

pada indeks 2,77 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM). 

Ditemukan persepsi negatif dari peserta workshop yang melebihi dari 20 % yaitu 

pada semua indikator  

 

2. Saran 

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari 

peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya : 

a. Untuk wifi yang kurang lancar agar bisa dikomunikasikan dengan pihak 

hotel 

b. Untuk menu makanan agar lebih bervariasi lagi 

c. Cukup baik tetapi di upayakan menjadi lebih baik lagi 

d. Programnya sudah bagus,,,, alangkah baiknya apabila setiap materi di 

tekankan interaksi langsung secara tanya jawab 

e. Sebelum membahas yang lain, mohon dijelaskan dulu Permendagri no. 14 

tahun 2025 yang merupakan thema dari workshop itu sendiri 

 

Mengetahui, 

Sub Koordinator 

Pengendalian Mutu dan Kerjasama 

 

 

 

Mochamad Said, SH,MH 

Penata Tingkat I 

NIP. 196712031987031003 



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A  Semarang, Kodepos 50263,Telepon 7473066, Faksimile . 7473701
Laman : http:// bpsdmd.jatengprov.go.id   Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

                                                                                Semarang, 2 Oktober 2025

Nomor : B/800.2.4/818/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1(satu) Dokumen

Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD 

Kabupaten Sragen Tahun Tahun 2025

Yth. Ketua LPM UNTAG SEMARANG

Di Semarang

Berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  /  Kota  serta  dalam  rangka

penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota,

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu ≥ 3,5 dari

skala 4,0.

Berdasarkan hasil  evaluasi  penyelenggaraan  pendalaman tugas bagi  anggota

DPRD Kabupaten Sragen, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sragen yang dilaksanakan oleh LPM

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang di The Sunan Hotel  Jalan Ahmad

Yani Nomor 40, Laweyan, Surakarta,  Indonesia,  57143,  mulai  tanggal  25 sampai

dengan 27 April 2025, dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 22.45

WIB.

2. Capaian sasaran mutu  proses penyelenggaraan  pendalaman tugas bagi  anggota

DPRD Kabupaten Sragen  , dalam kategori Cukup Memuaskan, dan dibawah target

capaian sasaran mutu, dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO ASPEK
CAPAIAN NILAI CAPAIAN MUTU

CN KRITERIA CM KRITERIA

1 Program 78,74 Cukup Memuaskan 3,15 DBCM

2 Layanan Administrasi 73,30 Cukup Memuaskan 2,93 DBCM

3 Fasilitas Penunjang 72,58 Cukup Memuaskan 2,90 DBCM

Rata-rata…….. 74,87 Cukup Memuaskan 2,99 DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Sragen, berjalan

dengan tertib dan lancar.

4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah

Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah,

${ttd}

Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.

3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil kegiatan Workshop kali ini dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan 

dengan suasana diskusi berjalan menarik. 

2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, 

narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar 

peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan 

peserta sebagai anggota DPRD. 

3. Seluruh peserta menggap kegiatan Workshop ini 

bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai 

anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam 

pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama 

kegiatan, menurut sebagaian besar peserta sudah baik dan 

perlu dipertahankan. 

 

B. SARAN 

1. Kegiatan pendalaman tugas (Workshop) anggota DPRD 

yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar 

penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan 

dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound 

learning belajar bersama dengan suasana yang sangat 

menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, 

keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap 

pentingnya kerjasama.  

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 

Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu 

menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi 

sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan 

dan Anggota DPRD. 

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, 

semoga bermanfaat bagi kita sekalian. 

 

 

Hormat kami, 

 

 

Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si 

NIDN. 0613086201 
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JADWAL KEGIATAN WORKSHOP 

“Implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman 
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026” 

 
The Sunan Hotel - Surakarta, 26 s.d. 28 September 2025 

Hari, 
Tanggal 

Waktu Keterangan, Materi & Narasumber 

Hari 
Pertama, 
 

12.00 – 18.00 Registrasi Peserta & Check In Hotel 

18.00 – 19.00 Makan Malam 

19.00 – 22.45 PEMBUKAAN 

Sesi  I “Pemahaman Hukum Pidana Tindak Pidana 
Korupsi” 
 

Oleh: Niko Jati Kusumo, SH., MH. 
(Praktisi) 

   

Hari Kedua 06.00 – 08.00  Makan Pagi 

08.00 – 11.45 Sesi  II “Implementasi Permendagri Nomor 14 
Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan 

APBD Tahun Anggaran 2026” 
 
Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA 
(Kemendagri) 

11.45 – 14.00 Istirahat, Sholat dan Makan siang 

13.30 – 17.15 Sesi  III  “Urgensi Penerapan Aplikasi Risalah 
Rapat Pada Sekretariat DPRD” 
 

Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA 
(Kemendagri) 

18.00 – 21.00 Makan Malam 

   

Hari Ketiga 06.00 – 09.00  Makan Pagi 

08.00 – 11.45 Focused Group Discussion & PENUTUPAN 

13.00 Selesai 

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat 

berubah secara fleksibel 
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Materi :
Pemahaman Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi

WORKSHOPWORKSHOPWORKSHOP
DPRD KABUPATEN SRAGEN

S E M A R A N G K A B . S R A G E N

Narasumber :

















Materi :
Implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

WORKSHOPWORKSHOPWORKSHOP
DPRD KABUPATEN SRAGEN

S E M A R A N G K A B . S R A G E N

Narasumber :
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DITJEN BINAKEUDA 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

REPUBLIKINDONESIA

Ditjen BinaKeuangan Daerahkeuda.kemendagri.go.id

PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 
2025 TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUNAN APBD TA 2026

Latar Belakang 
Pedoman Penyusunan

Dalam Rangka 
Mewujudkan Pengelolaan 
Keuangan Daerah

2
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RUANG LINGKUP

Sinkronisasi kebijakan

Pemerintah Daerah dengan kebijakan 

pemerintah pusat;

Prinsip &Kebijakan 

PenyusunanAPBD

RUANG LINGKUP

3

Teknis 

PenyusunanAPBD

Hal Khusus 

lainnya

PENYUSUNAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2026

• Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2026, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri terkait penyusunan APBD TA 2026.

• Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta

pemutakhirannya.

• Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan

melaluisisteminformasipemerintahandaerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan 
Peraturan Menteri 
Dalam Negeri

Rancangan Permendagri terkait Pedoman

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

terdiri dari :

1.Batang Tubuh
2.Lampiran

Batang Tubuh

4 Pasal

Lampiran Rancangan Permendagri terkait Pedoman Penyusunan APBD TA 2026 

terdiri dari :

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat

II. Prinsip Penyusunan APBD

III. Kebijakan Penyusunan APBD

• Kebijakan Umum

• Kebijakan Pendapatan Daerah

• Kebijakan Belanja Daerah

• Kebijakan Pembiayaan Daerah

IV. Teknis Penyusunan APBD

V. Hal Khusus Lainnya

• Kebijakan Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah Yang Besarannya Telah Ditetapkan Sesuai Dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

• Kebijakan Tematik Yang Diatur Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

• Kebijakan Penyelenggaraan Urusan dan Unsur Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Sistematika Penulisan 
Pedoman Penyusunan

4
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I. SINKRONISASI KEBIJAKAN

Sinkronisasikebijakan
Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat

5

II. PRINSIP PENYUSUNAN

PenyusunanAPBDTA2026 didasarkan pada prinsip :

6
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III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN

Kebijakan Umum

APBD dalam 

1(satu) TA 

meliputi

HAK PEMERINTAH DAERAH

yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih

PENERIMAAN yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran 
yang akan diterima kembali, pada 
TA yang bersangkutan atau pada 

TA berikutnya.

Penerimaan daerah

yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana

penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk 

berdasarkan

setiap 

pada

sumber 

ketentuan

penerimaan daerah dan 

peraturan perundang-

undangan, yang terdiri atas:

Pengeluaran daerah

yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana

pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana

jumlah yang cukup, yangatas penerimaan daerah dalam 

terdiri atas:

• belanja daerah; dan

• pengeluaran pembiayaan daerah.

• pendapatan daerah; dan

• penerimaan pembiayaan daerah.

•

•

•

•

7

KEBIJAKAN UMUM

Pendapatan Daerah
Kebijakan umum pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2026 meliputi semua penerimaan uang melalui 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1(satu) TA.

Untuk kebijakan TKD 2026, diminta kepada Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan identifikasi rencana

efisiensi/pengalihan belanja daerah dalam APBD TA 2026 yang bersumber dari TKD sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan dengan memperhatikan kebijakan efisiensi TKD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di tahun anggaran 

sebelumnya.

Belanja daerah

Kebijakan umum belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan

kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Belanja daerah dapat

8

dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan

pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan

pelayanan dasar publik.

rencana efisiensi/pengalihan dalam APBD TA 2026 yang bersumber dari TKDTerhadap sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, Pemerintah Daerah melakukan identifikasi atas alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2026 yang

terdampak adanya efisiensi/pengalihan bersumber dari TKD, dengan memperhatikan:
• aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 

(delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan

ekonomi sebesar 8%(delapan persen);
• pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain 

pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat berupa pendidikan dan kesehatan, belanja pegawai, pembayaran iuran

jaminan kesehatan, pembayaran cicilan pokok pinjaman, kewajiban kepada pihak ketiga;

• kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja

penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

1

2
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KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2026

Kebijakan umum SILPA dalam APBD TA 2026 merupakan perhitungan antara

Kebijakan umum Standar Harga dan ASB dalam APBD TA 2026 digunakan sebagai

9

pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Pemerintah
Daerah. Standar harga satuan mencakup standar harga untuk belanja operasi dan
standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan 
kebutuhan, kepatuhan dan kewajaran.

3 Pembiayaan daerah

merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya.

4 Kebijakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

surplus/defisit dengan pembiayaan neto. Pembiayaan neto merupakan perhitungan 
selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

5 Standar Harga dan Analisis Standar Belanja (ASB)

KEBIJAKAN PENYUSUNAN

DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2026

DITJEN KEUDA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIKINDONESIA

10
Ditjen Bina KeuanganDaerahkeuda.kemendagri.go.id
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DITJEN KEUDA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIKINDONESIA

KEBIJAKAN PENYUSUNAN

DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2026

Proses & Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Rancangan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Pedoman 

Penyusunan APBD 

yang dikeluarkan 

oleh MENDAGRI

Kepala 

Daerah DPRD
•

•

dibahas bersama

Nota Kesepakatan
KUA & 

PPAS
RKA

11
Ditjen Bina KeuanganDaerahkeuda.kemendagri.go.id

TEKNIS
PENYUSUNAN KUA-PPAS

Penyampaian 
Rancangan KUA 

dan PPAS Provinsi

Penyampaian 
Rancangan KUA 

dan PPAS Kab/Kota

•

12

•

•

•

•

•
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V. HAL KHUSUS LAINNYA

13

No
Bidang 

SPM
Layanan

Outcome
Sub 

Kegiatan

Keluaran 

(output)

Satua 

n

Kebutuh 

an

Ketersedi 

aan
Selisih

Sumb

er 

Dana

Kebut

uhan 

Biaya
Indikator Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 =

9-10
12 13

1
Pendidi 

kan

Pendidikan 

Menengah
…...........

100%

(sesuai 

dengan 

jumlah 

anak usia 

16-18

tahun

…...........

..
….........

….......

..

free text 

input

free text 

input

…........

.

…........

.

…........

.

dst ….........
….......

..

free text

input

free text

input

…........

.

…........

.

…........

.

Pendidikan 

Khusus
…...........

100%

(sesuai 

dengan 

jumlah 

anak usia 

4-18

tahun 

yang 

termasuk 

dalam 

penduduk 

disabilitas 

yang akan 

dipenuhi)

…...........

..
….........

….......

..

free text 

input

free text 

input

…........

.

…........

.

…........

.

dst ….........
….......

..

free text

input

free text

input

…........

.

…........

.

…........

.

Catatan: Format dan isi merupakan ilustrasi

V. HAL KHUSUS LAINNYA

14
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HAL KHUSUS LAINNYA

1.mengalokasikan anggaran optimalisasi
pelaksanaan pengentasan kemiskinan
dan penghapusan kemiskinan ekstrem,

untuk pemutakhiran data 
dengan NIK, nama dan

termasuk
penerima
alamat;

2.melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada Pemerintah 
DaerahKabupaten/Kota;

3.menyampaikan laporan hasil
optimalisasi pelaksanaan pengentasan
kemiskinan 
kemiskinan

dan penghapusan 
ekstrem kepada Menteri

(tembusan Menko PM);

ANGGARAN PERCEPAľAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSľRIM 

PROVINSI KABUPAľEN/KOľA

1.mengalokasikan anggaran dalam
rangka optimalisasi pelaksanaan
pengentasan kemiskinan dan
penghapusan kemiskinan ekstrem,
termasuk untuk pemutalhiran data
penerima dengan nama dan alamat;

2.melakukan koordinasi optimalisasi
pelaksanaan program pengentasan
kemiskinan dan penghapusan
kemiskinan ekstrem;

laporan hasil 
pelaksanaan

3.menyampaikan 
optimalisasi 
pengentasan 
penghapusan

kemiskinan dan 
kemiskinan ekstrem

kepada Gubernur;

KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRAľIS (MBG)

a. mengalokasikan dukungan anggaían yang beísumbeí daíi APBD ľ A 202G pada
satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. menyediakan tanah bagi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
(SPPG).

c. mendorong dan mengembangkan secara optimal potensi sumber daya lokal.

KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH RAKYAľ

Dalam rangka mendukung implementasi Program Sekolah Rakyat untuk 
optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan
kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden
Nomor 8 Tahun 2025, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan berupa penyiapan lahan, 
perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik sesuai dengan
kewenangannya dengan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
(DTSEN) dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Lanjutan…
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KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN 3 (ľIGA) JUľA RUMAH BAGI MBR

a. menyediakan alokasi anggaran untuk rehabilitasi/pembangunan baru Rumah
Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

b. menyiapkan data sasaran penerima program pembangunan 3 (tiga) juta rumah
yang dilakukan secara akuntabel dengan mengacu pada ketepatan data yang
bersumber dari DTSEN.

c. melakukan monitoring dan evaluasi terkait rehabilitasi/pembangunan
perumahan ditingkat Pemerintah Daerah.

d. menyediakan alokasi anggaran untuk penyediaan rumah tapak dan rumah
susun untuk MBR.

KEBIJAKAN KOPERASI MERAH PUľIH

a. melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang 
koperasi.

b. mendorong dan memfasilitasi SKPD yang melaksanakan urusan dibidang 
koperasi dan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat desa.

c. menganggarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

d. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan
pengawasan.

HAL KHUSUS LAINNYA

Bidang Kesehatan
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Antara lain:

1. mengalokasikan anggaían kesehatan daíi APBD secaía memadai sesuai
dengan kebutuhan kesehatan daeíah yang mengacu pada program
kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang
kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud mempeíhatikan kecukupan dana
yang diarahkan untuk mendukung tíansfoímasi kesehatan dan
pencapaian indikatoí SPM bidang kesehatan dan program kesehatan
lainnya yang menjadi prioritas nasional sesuai dengan rencana induk
bidang kesehatan.

3. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan
Kesehatan Lanjutan Untuk Mendukung Implementasi Transformasi
Kesehatan.

4. Pemerintah Daerah memberikan dukungan penyelenggaraan dan
pendanaan dalam rangka percepatan pelaksanaan program Pemeriksaan
Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun.

Antara lain:

1. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan
Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan
dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi
Pembelajaran.

2. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai serta
melaksanakan upaya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang layak
bagi penyandang disabilitas.

3. Pemerintah Daerah memberikan dukungan penyediaan alokasi anggaran
terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah PAUD HI (RAD PAUD-
HI).

4. Pemerintah Daerah bersama perguruan tinggi negeri badan hukum dapat
melakukan kerjasama riset dan program lainnya.

Bidang Pendidikan

Bidang Pangan
Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di daerah, Pemerintah Daerah agar memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk:

1. Memastikan ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan di daerah.

2. Menangani kerawanan pangan di daerah serta menolong upaya penyelamatan pangan.

3. Pelaksanaan penjaminan keamanan pangan segar

4. Pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang berbasis capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH).
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Ditjen Bina KeuanganDaerahkeuda.kemendagri.go.id

TERIMA KASIH
Pedoman Penyusunan 

APBD TA 2026

DIREKTORATJENDERALBINAKEUANGANDAERAH 

KEMENTERIANDALAMNEGERIREPUBLIKINDONESIA

Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Gambir, Kota Jakarta Pusat - Indonesia



Materi :
Urgensi Penerapan Aplikasi Risalah Rapat Pada Sekretariat DPRD

WORKSHOPWORKSHOPWORKSHOP
DPRD KABUPATEN SRAGEN

S E M A R A N G K A B . S R A G E N

Narasumber :



14/10/2025

1

Urgensi Penerapan 
Aplikasi Risalah 
Rapat pada 
Sekretariat DPRD

Latar 

Belakang

´Proses risalah rapat masih manual dan memakan 

waktu lama

´Potensi kesalahan pencatatan dan kehilangan 

dokumen

´Sulit menelusuri arsip lama

´Transparansi dan akuntabilitas belum optimal

´Tuntutan digitalisasi birokrasi dan SPBE

´Solusi: Aplikasi Risalah Rapat Elektronik (e-

Risalah)



14/10/2025

2

Tujuan Penerapan

´- Meningkatkan efisiensi pencatatan risalah

´- Memperkuat akuntabilitas dan transparansi

´- Mempermudah penelusuran arsip digital

´- Mendukung SPBE dan e-Government

´- Mempercepat penyusunan dokumen resmi

URGENSI DAN 

MANFAAT

´✅ Efisiensi waktu & biaya

´✅ Kualitas dokumen lebih baik

´✅ Akses real-time & kolaboratif

´✅ Transparansi & akuntabilitas meningkat

´✅ Integrasi antar sistem DPRD
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